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Abstract: This study finds that manipulating tax
reports constitutes a breach of contract under a
service cooperation agreement between PT. ABC and
PT. XYZ. The breach occurred when PT. ABC
underreported revenue received from PT. XYZ to the
Regional Financial and Revenue Management
Agency (BPKPD) to lower its tax obligations. The
research adopts a normative legal methodology with
a case study approach. Data were collected from
contract documents, regional tax audit findings,
court decisions at various levels, and relevant legal
and accounting literature. A conceptual and
statutory approach was applied to examine the legal
implications of inaccurate tax reporting and its link
to financial accounting principles. Findings indicate
that tax manipulation in this case involves two
violations: (1) breach of fiscal obligations, and (2)
contractual default due to failure to meet agreed tax
responsibilites. From an accounting standpoint, it
breaches faithful representation and reliability
principles in reportiing. The case illustrates how
information asymmetry enables unehtical conduct
when one party controls financial data. This
underscores the need for strong internal controls,
audit mechanisms, and transparent contractual terms
to prevent similar violations.
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PENDAHULUAN (Times New Roman, size 12)
Akuntabilitas keuangan dan pelaporan pajak menjadi instrumen penting dalam menjaga

kepercayaan antara para pihak, baik dalam hubungan internal perusahaan maupun dalam
kerangka kerja sama eksternal (Alstadsæter et al., 2022). Sistem akuntansi yang andal dan
pelaporan pajak mencerminkan transparansi serta tanggung jawab manajerial perusahaan dalam
mematuhi kewajiban fiskal kepada negara (Jacob et al., 2021). Perusahaan mempunyai
kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri dengan sistem self-
assessment (Anggraini & Destriana, 2022). Sistem ini membuka celah bagi sebagian entitas
untuk melakukan praktik manipulatif dalam laporan pajak untuk mengurangi beban pajak, yang
akhirnya dapat merugikan penerimaan negara dan memicu konflik hukum (Ayu & Durya, 2021).
Manipulasi dalam ruang lingkup kontrak kerjasama, bukan hanya terjadi pelanggaran fiskal,
tetapi juga pelanggaran perdata yang berpotensi menjadi wanprestasi.
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Fenomena manipulasi laporan pajak tidak hanya menjadi isu fiskal, tetapi juga berdampak
serius terhadap hubungan kontraktual antarperusahaan (Suryani, 2022). Salah satu prinsip utama
dalam akuntansi dan perpajakan adalah fair presentation, yaitu penyajian laporan keuangan
secara wajar dan jujur (Yuliawati & Sutrisno, 2021). Namun dalam realitasnya, masih banyak
perusahaan yang menyalahgunakan fleksibilitas pelaporan untuk menutupi pendapatan aktual,
seperti yang terjadi dalam kasus antara PT. ABC dan PT. XYZ. PT. ABC diduga dengan sengaja
mengecilkan omzet dalam laporan pajaknya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah. Tindakan ini, selain merugikan negara, juga melanggar prinsip faithful
representation dalam akuntansi serta mencederai asas itikad baik dalam kontrak yang telah
disepakati (Aqilla & Sisdianto, 2024).

Dalam konteks teori akuntansi, pelaporan pendapatan yang tidak sesuai fakta melanggar
prinsip reliability dan verifiability, serta menciptakan ketidakseimbangan informasi (information
asymmetry) antara pihak yang terlibat dalam kontrak (Wijaya & Indriyani, 2025). Jika suatu
pihak mengelola laporan keuangannya untuk tujuan penghindaran pajak tanpa persetujuan dan
pengetahuan mitra kerja, maka hal tersebut dapat menciptakan kerugian finansial dan
reputasional bagi pihak lainnya (Dewi & Djohar, 2023). Di sisi lain, sistem pengendalian internal
yang lemah serta kurangnya pengawasan dari otoritas fiskal daerah dapat memperburuk potensi
terjadinya manipulasi laporan (Indriyani et al., 2023). Dalam kasus PT. ABC, manipulasi pajak
tidak hanya merugikan fiskus, namun juga menjadi dasar konflik hukum dengan mitranya karena
bertentangan dengan isi perjanjian yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak secara
jujur (Suryani, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi tidak bisa dilepaskan dari
aspek legalitas dan etika kontraktual.

Penelitian yang mengkaji kaitan langsung antara manipulasi laporan pajak dan
wanprestasi dalam kontrak kerjasama masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Studi
terdahulu berfokus pada aspek hukum pidana perpajakan atau mekanisme audit fiskal tanpa
mengaitkannya dengan aspek tanggung jawab kontraktual antar perusahaan (Aziz & Yasarman,
2022; Kurniawan, 2024; Satiah & Amalia, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan
integritas laporan keuangan yang berdampak pada fiskus, serta keberlangsungan dan kepastian
hukum hubungan antar badan usaha. Dengan demikian, pendekatan dalam penelitian yang
menggabungkan akuntansi, hukum kontrak, dan etika bisnis menjadi relevan untuk diteliti.

Kasus seperti PT. ABC merupakan kasus yang sering kali terjadi di Indonesia, tetapi
hanya sedikit yang terdokumentasi secara akademik dan diproses hingga ke ranah litigasi.
Banyak perusahaan masih memandang pelaporan pajak sebagai urusan internal yang dapat
dinegosiasikan atau dimanipulasi selama tidak diketahui otoritas (Buulolo, 2024; Lintang et al.,
2024; Poluan et al., 2024). Namun, ketika salah satu pihak dalam kontrak merasa dirugikan dan
membawa perkara tersebut ke pengadilan, barulah muncul kesadaran akan pentingnya pelaporan
yang akurat dan etis (Hikmah et al., 2024; Sidarta & Lestari, 2025). Minimnya penelitian
terhadap kasus-kasus pelaporan yang akurat dan etis, menekankan pentingnya penelitian ini yang
tidak hanya relevan secara teoritis, namun juga secara praktis.

Kebaruan dari penelitian ini menyoroti manipulasi laporan pajak sebagai bentuk
wanprestasi kontraktual yang dapat dianalisis dari sudut pandang akuntansi dan hukum sekaligus.
Manipulasi pajak bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dijadikan dasar
gugatan wanprestasi karena melanggar kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
Pendekatan ini memperkuat pentingnya integrasi antara praktik akuntansi yang akuntabel dengan
pelaksanaan kontrak yang berlandaskan itikad baik. Kontribusi penelitian ini bagi perumusan
regulasi dan mekanisme audit sehingga lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani
pelanggaran serupa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
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rekomendasi baik bagi dunia usaha, regulator pajak daerah, maupun akademisi hukum dan
akuntansi.

LANDASAN TEORI
TEORI ASIMETRI INFORMASI

Teori asimetri informasi menjelaskan ketidakseimbangan informasi antara dua pihak yang
melakukan transaksi atau kerja sama, satu pihak memiliki akses terhadap informasi yang lebih
lengkap atau akurat dibandingkan pihak lainnya (Anwar et al., 2024). Dalam konteks pelaporan
keuangan, perusahaan sebagai penyusun laporan memiliki kendali atas data keuangan dan
operasional yang kemudian dilaporkan kepada pihak eksternal seperti mitra kerja, investor, atau
otoritas pajak (Al-Hadi et al., 2022). Ketidakseimbangan ini memungkinkan perusahaan
menyembunyikan atau memanipulasi informasi tertentu untuk menguntungkan diri sendiri. Pada
kasus PT. ABC dan PT. XYZ, PT. ABC memanfaatkan posisinya sebagai pemegang informasi
utama atas pendapatan yang diperolehnya dari kontrak layanan, lalu melaporkan angka yang
lebih kecil dalam laporan pajaknya. Mitra kontraknya, PT. XYZ tidak memiliki mekanisme
langsung untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut, sehingga menyebabkan potensi
kerugian dan konflik kontraktual.

Asimetri informasi dalam praktik akuntansi tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas
laporan keuangan, tetapi juga menciptakan risiko hukum dan reputasi, terutama ketika informasi
yang disembunyikan menyangkut kewajiban kontraktual atau fiskal (Lastiati, 2024). Dalam kasus
ini, informasi yang tidak disampaikan secara transparan oleh PT. ABC menyebabkan PT. XYZ
berpotensi turut menanggung konsekuensi hukum atau fiskal, seperti tagihan pajak yang
seharusnya bukan tanggung jawabnya. Fenomena ini menunjukkan bagaimana asimetri informasi
dapat menjadi akar masalah dalam wanprestasi, karena pihak yang dirugikan tidak mampu
mengakses atau membuktikan pelanggaran secara langsung sebelum adanya audit atau gugatan
hukum (Alaysia & Muttaqin, 2023). Oleh karena itu, teori ini sangat penting untuk
mengungkapkan bahwa manipulasi pelaporan pajak bukan hanya masalah teknis akuntansi,
melainkan juga bentuk penyalahgunaan informasi yang bertentangan dengan prinsip transparansi
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak bisnis.
MANIPULASI LAPORAN PAJAK

Manipulasi laporan pajak merupakan praktik tidak etis dan bertentangan dengan prinsip
akuntansi yang sehat, dengan salah saji laporan keuangan oleh pelapor, khususnya dalam
pelaporan penghasilan atau omzet kepada otoritas pajak (Cao et al., 2021). Tindakan ini biasanya
dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan mengecilkan angka
penerimaan, menyembunyikan transaksi, atau menggunakan celah peraturan pajak secara tidak
sah (Ha et al., 2021). Dalam konteks kerjasama bisnis, seperti pada kasus antara PT. ABC dan PT.
XYZ, manipulasi tersebut bukan hanya berdampak fiskal, tetapi juga berdampak hukum karena
bertentangan dengan isi kontrak yang mewajibkan pelaporan dan pembayaran pajak secara jujur
dan bertanggung jawab (Sánchez‐Ballesta & Yagüe, 2021). Ketika laporan pajak direkayasa,
maka kepercayaan antar pihak dalam kontrak terganggu, dan hal ini dapat memicu sengketa
perdata berupa gugatan wanprestasi. Oleh karena itu, manipulasi laporan pajak harus dilihat tidak
hanya sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran kontraktual yang
mencederai asas kepercayaan dalam bisnis.

Pada situasi asimetri informasi, pihak yang memiliki akses eksklusif terhadap data
keuangan internal, dalam hal ini PT. ABC memiliki peluang untuk menyembunyikan informasi
aktual dari mitra kerja atau otoritas pajak (Akbar et al., 2025). Ketidakseimbangan ini
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menciptakan ruang untuk melakukan tindakan manipulatif tanpa sepengetahuan pihak lain yang
berkepentingan. Karena PT. XYZ tidak memiliki akses langsung untuk memverifikasi besaran
pendapatan yang diterima oleh PT. ABC, maka PT. ABC dapat melaporkan omzet yang lebih
rendah dari kenyataannya tanpa langsung terdeteksi. Ketika pengawasan eksternal (seperti audit
pajak) tidak dilakukan secara ketat, asimetri informasi menjadi alat bagi pelaku usaha untuk
menghindari kewajiban hukum dan fiskal (Kaligis & Mulyani, 2024). Dengan demikian, teori
asimetri informasi menjelaskan bahwa manipulasi laporan pajak bukan semata-mata tindakan
pelanggaran, tetapi juga konsekuensi dari ketidakseimbangan informasi dalam relasi ekonomi
yang tidak simetris.
WANPRESTASI DALAM KONTRAK

Wanprestasi dalam kontrak merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan kewajiban
antara dua pihak, baik berupa tidak dilaksanakannya prestasi, keterlambatan pelaksanaan,
pelaksanaan yang tidak sesuai, maupun pelaksanaan yang keliru (Abidin & Kahpi, 2021). Dalam
hukum perdata Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai
dengan Pasal 1252 KUHPerdata (Akbar, 2022). Wanprestasi tidak hanya mencakup pelanggaran
teknis terhadap isi kontrak, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap asas-asas yang melandasi
hubungan kontraktual seperti asas itikad baik dan asas kepatuhan (Apriani, 2021). Dalam konteks
kontrak kerja sama penyediaan jasa, wanprestasi bisa terjadi jika salah satu pihak gagal
melaksanakan kewajiban administratif yang telah ditentukan dalam perjanjian, termasuk
kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan nilai transaksi riil (Alaysia &
Muttaqin, 2023). Ketika hal ini terjadi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata
untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau kompensasi atas kerugian yang timbul.

Wanprestasi dapat dipicu oleh ketidakseimbangan informasi antara para pihak dalam
kontrak. Pihak yang memiliki kontrol lebih besar atas informasi penting, seperti data pendapatan
dan pelaporan pajak, memiliki insentif dan peluang untuk menyembunyikan informasi demi
keuntungan pribadi (Claudia et al., 2024). Pada kasus PT. ABC dan PT. XYZ, ketidakmampuan
PT. XYZ untuk memverifikasi omzet aktual yang diterima PT. ABC menciptakan celah bagi
terjadinya manipulasi laporan pajak. Ketika pihak yang memiliki informasi lebih banyak tidak
bertindak secara transparan, hal ini mengarah pada pelaksanaan kontrak yang tidak setara dan
tidak jujur (Isman, 2021). Oleh karena itu, asimetri informasi tidak hanya menjelaskan penyebab
terjadinya manipulasi, tetapi juga menjadi faktor ang memperkuat terjadinya wanprestasi karena
satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan dalam pengendalian informasi, yang
seharusnya dibagikan secara jujur dalam semangat itikad baik.
METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami secara
mendalam praktik manipulasi laporan pajak oleh PT. ABC, serta implikasi terhadap prinsip-
prinsip akuntansi dan etika bisnis (Ramadhan & Satiadharmanto, 2024). Studi kasus dipilih
karena penelitian ini menganalisis secara mendalam satu peristiwa konkret, yaitu manipulasi
laporan pajak yang dilakukan oleh PT. ABC dalam pelaksanaan kontrak kerja sama dengan PT.
XYZ. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara pelanggaran pelaporan pajak dan
konsekuensi wanprestasi dalam perspektif hukum kontrak dan akuntansi.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dan normatif-
deskriptif (Maarif, 2024). Peneliti mengkaji teori dan standar akuntansi, seperti faithful
representation, reliability, dan verifiability, serta teori asimetri informasi, serta landasan untuk
menganalisis kasus (Umar et al., 2021). Pendekatan ini dikombinasikan dengan kerangka hukum
kontrak yang relevan untuk menunjukkan bahwa pelaporan pajak yang menyesatkan dapat
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berimplikasi pada wanprestasi dalam perjanjian bisnis (Sidarta & Lestari, 2025). Sumber data
sekunder menjadi acuan, yang terdiri dari kontrak kerja sama, laporan pajak PT. ABC, hasil audit
dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Salatiga, serta putusan
pengadilan terkait sengketa PT. ABC dan PT. XYZ.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan hukum bermula dari perjanjian kerja sama antara PT. XYZ dengan
PT.ABC terkait layanan penyediaan makanan yang dilakukan oleh PT. ABC. Perjanjian
kerjasama layanan penyediaan makanan antara PT. XYZ dan PT. ABC kemudian disepakati
dalam Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Penyediaan Makanan antara PT. XYZ dengan PT.
ABC. Dalam perjanjian kerjasama a quo yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yaitu PT.
XYZ sebagai Pihak Pertama dan PT. ABC sebagai Pihak Kedua. Kesepakatan hak dan kewajiban
Para Pihak dalam Perjanjian dalam Pasal 3 ayat 3 terkait Kewajiban Pihak Pertama yang
mengatur: Pihak Pertama akan melakukan pembayaran terhadap layanan penyediaan makanan
yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat 9 terkait Kewajiban Pihak
Kedua mengatur: Pihak Kedua berkewajiban membayar Pajak/Retribusi Daerah – PB 1. Bahwa
atas hak dan kewajiban para pihak yang telah diatur dan disepakati dalam perjanjian kerjasama
layanan a quo khususnya terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab PT. ABC terkait
pembayaran pajak restoran (PB1) maka PT. ABC telah mendaftarkan diri di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga. Selanjutnya PT. ABC melakukan pelaporan
omzet pajak dan telah membayarkan pajak restoran (PB1) selama 4 (empat) bulan berturut-turut
sejak bulan Januari 2022 s/d April 2022 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Rincian Pelaporan Omzet dan Pembayaran Pajak PT. ABC periode Januari-April 2022

Sumber: Data Sekunder Diolah (2025)
Seiring berjalannya waktu, PT. ABC lalai melaporkan omzet usaha dan tidak lagi

membayarkan pajak restoran (PB1) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Salatiga hingga PT. XYZ menerima surat Pemberitahuan Pelaporan SPTPD Pajak
Restoran dan Tunggakan Pajak Restoran yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak restoran
senilai Rp 216.531.020 (dua ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua puluh
rupiah) yang merupakan kekurangan pembayaran pajak restoran yang merupakan tanggungan PT.
ABC. PT. ABC diketahui telah mengajukan Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Daerah
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, namun ditolak dan PT. ABC
hanya dapat diberikan kelonggaran berupa perpanjangan waktu terkait pembayaran pajak restoran
tersebut. PT. ABC mengirimkan surat perihal pemberitahuan kepada PT. XYZ untuk membayar
tagihan sebesar Rp 216.531.020 tersebut. PT. XYZ membantah dan menolak surat pemberitahuan
tersebut dan menyatakan bahwa tagihan tersebut merupakan tanggung jawab PT. ABC. Badan
Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kota Salatiga melakukan audit kepada PT. ABC dan
menemukan fakta bahwa PT. ABC ternyata tidak melaporkan hasil omzet usahanya dengan jujur

No Periode Pelaporan Omzet PT.
ABC

Pembayaran Pajak (PB1)

1 Januari 2022 Rp 25.000.000 Rp 2.500.000
2 Februari 2022 Rp 20.000.000 Rp 2.000.000
3 Maret 2022 Rp 20.000.000 Rp 2.000.000
4 April 2022 Rp 20.000.000 Rp 2.000.000

Total Rp 8.500.000



EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.4, No.6, September 2025

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5298 (online)

9309

dan benar sehingga berdasarkan hasil Pemeriksaan Pajak Daerah ditemukan pajak restoran
kurang bayar atau pajak terutang sebesar Rp 786.848.930 (tujuh ratus delapan puluh enam juta
delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah). PT. ABC kembali
menggugat PT. XYZ atas dasar wanprestasi di Pengadilan Negeri Salatiga.

Manipulasi laporan pajak merupakan bentuk manajemen laba yang ekstrem, dengan
secara sengaja mengubah atau menyajikan informasi keuangan secara tidak akurat untuk tujuan
tertentu, seperti menghindari kewajiban fiskal. Dalam konteks akuntansi, praktik ini melanggar
prinsip faithful representation, reliability, dan verifiability sebagaimana dijelaskan dalam
Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Pada kasus PT. ABC terjadi ketimpangan signifikan
antara pendapatan riil yang diterima dari PT. XYZ dengan jumlah omzet yang dilaporkan kepada
otoritas pajak daerah, sehingga mengurangi beban pajak secara tidak sah. Pelanggaran ini tidak
hanya bersifat administratif, namun juga memiliki implikasi etis dan kontraktual yang serius.

Dalam kasus PT. ABC dan PT. XYZ, PT. ABC sebagai penyedia jasa memiliki kendali
penuh atas pencatatan omzet dan pelaporan pajak, sedangkan PT. XYZ tidak memiliki instrumen
untuk memverifikasi kebenaran data yang dilaporkan. Hal ini menciptakan ruang bagi PT. ABC
untuk melakukan manipulasi demi kepentingan sendiri tanpa terdeteksi dalam waktu singkat, dan
baru diketahui setelah audit oleh otoritas fiskal.Teori asimetri informasi menjadi landasan penting
untuk menilai bagaimana kegagalan PT. ABC dalam menyampaikan laporan yang benar bukan
hanya bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk pengkhianatan kontraktual terhadap asas
transparansi dan akuntabilitas.

Wanprestasi dalam laporan keuangan yang berujung pada tuntutan hukum atau denda
fiskal harus diakui sebagai liabilitas kontinjensi atau peristiwa setelah tanggal pelaporan,
tergantung pada tingkat kepastian dan keterukuran dampaknya. Pada kasus ini, PT. ABC
menghadapi risiko tagihan pajak yang signifikan dan gugatan dari PT. XYZ akibat pelanggaran
kontrak, sehingga secara akuntansi, hal ini seharusnya dicatat dalam pos beban dan hutang, serta
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kegagalan untuk mengakui dan mengungkap
risiko-risiko tersebut dapat mengarah pada kesalahan penyajian (misstatement) yang berdampak
pada keputusan pengguna laporan keuangan.

KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manipulasi laporan pajak oleh PT. ABC dalam

pelaksanaan kontrak kerja sama dengan PT. XYZ merupakan bentuk wanprestasi yang tidak
hanya melanggar ketentuan perpajakan, tetapi juga mencederai prinsip akuntansi, khususnya
faithful representation dan reliability dalam pelaporan keuangan. Ketidaksesuaian antara omzet
riil dan yang dilaporkan menciptakan ketidakseimbangan informasi dalam hubungan kontraktual,
yang dijelaskan secara tepat melalui teori asimetri informasi. Selain melanggar kewajiban fiskal,
tindakan ini juga melanggar asas itikad baik yang menjadi pondasi dalam hukum perjanjian.
Temuan ini menunjukkan bahwa aspek akuntansi dan hukum tidak dapat dipisahkan dalam
kontrak bisnis yang melibatkan kewajiban pelaporan keuangan.

Untuk penelitian mendatang, disarankan agar kajian serupa dilakukan dengan pendekatan
empiris kuantitatif guna mengukur sejauh mana tingkat pengendalian internal, keterlibatan audit,
dan transparansi laporan keuangan berkontribusi dalam mencegah wanprestasi yang bersumber
dari manipulasi pajak. Penelitian dapat diperluas dengan mengkaji beberapa kasus serupa di
berbagai sektor industri untuk mengidentifikasi pola umum dan solusi sistemik. Selain itu,
penting pula untuk mengeksplorasi peran teknologi akuntansi, seperti penggunaan sistem ERP
dan e-invoicing, dalam meningkatkan keandalan dan keterlacakan data keuangan untuk mencegah
manipulasi yang tidak terdeteksi dalam kontrak kerja sama.
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